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ABSTRAKSI 

Saktiawan, Prima Adhi Diaz, 2026, NIT: 592211318402 K, “Analisis 

Pengurusan Izin Bongkar Di Luar Kawasan Pabean Dalam Upaya 

Mencegah Demurrage Di Kawasan Merak”, Program Studi Diploma 

IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Okvita 

Wahyuni, S.ST., M.M. Pembimbing II: Anissofiah Azise 

Wijinnurhayati, M.Si., M.Mar.  

Pentingnya efisiensi waktu dalam operasional kapal tanker di PT 

Sakura Samudera Lines, khususnya dalam pengurusan izin bongkar di luar 

kawasan pabean Merak guna menghindari demurrage. Masalah utama yang 

diangkat adalah bagaimana prosedur pengurusan izin tersebut dilaksanakan 

dan faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan yang berujung pada 

biaya tambahan penahanan kapal atau demurrage. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis alur pengurusan izin bongkar, mengidentifikasi 

kendala yang muncul di lapangan, serta merumuskan upaya pencegahan 

yang efektif untuk meningkatkan kelancaran arus barang. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilaksanakan di PT 

Sakura Samudera Lines Cilegon dengan fokus pada kegiatan pengurusan 

izin bongkar di luar kawasan Bea Cukai Merak. Sumber data yang 

digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

melalui observasi partisipan pasif selama masa praktik darat, serta 

wawancara tidak terstruktur dengan informan kunci, informan utama, dan 

informan pendukung. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi 

dokumentasi berupa dokumen kapal dan perizinan, serta studi pustaka dari 

jurnal dan regulasi terkait kepabeanan. Teknik pengumpulan data meliputi 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data 

dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan 

teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Hasil penelitian menunjukan faktor-faktor tersebut secara langsung 

berdampak pada pembengkakan biaya operasional pada charterer dan 

terganggunya jadwal plotting kapal karena izin bongkar yang tidak terbit 

membuat kapal tidak dapat sandar. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya 

pencegahan yang dilakukan meliputi penguatan koordinasi antara agen 

dengan instansi terkait, penerapan sistem monitoring dokumen secara real-

time, serta pelaksanaan pre-notification dokumen sebelum kapal tiba. Saran 

yang diajukan bagi perusahaan adalah perlunya peningkatan kompetensi 

SDM dalam memahami regulasi pabean terbaru dan optimalisasi 

komunikasi digital guna mencapai target efisiensi operasional dan 

meminimalkan risiko demurrage. 

Kata Kunci: Pencegahaan, Demurrage, Koordinasi, Pabean. 
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ABSTRACT 

Saktiawan, Prima Adhi Diaz, 2026, NIT: 592211318402 K, “Analysis of 

Discharge Permit Procedures Outside the Customs Area to Prevent 

Demurrage in the Merak Area”, Diploma IV Study Program, 

Merchant Marine Polytechnic of Semarang, Advisor I: Okvita 

Wahyuni, S.ST., M.M. Advisor II: Anissofiah Azise Wijinnurhayati, 

M.Si., M.Mar.  

This research is motivated by the importance of time efficiency in 

tanker operations at PT Sakura Samudera Lines, specifically in managing 

discharge permits outside the Merak customs area to avoid demurrage. The 

main issue addressed is how the discharge permit process is implemented 

and what factors cause delays that lead to additional ship detention costs 

(demurrage). The purpose of this study is to analyze the flow of discharge 

permit management, identify obstacles encountered in the field, and 

formulate effective prevention measures to improve the smooth flow of 

goods. 

The research method used in this study is a qualitative method with a 

descriptive approach. The research was conducted at PT Sakura Samudera 

Lines Cilegon, focusing on the process of obtaining discharge permits 

outside the Merak Customs Area. The data sources consisted of primary and 

secondary data. Primary data were obtained through passive participant 

observation during the internship period, as well as unstructured interviews 

with key informants, main informants, and supporting informants. 

Meanwhile, secondary data were collected through documentation studies, 

including ship and permit documents, as well as literature reviews from 

journals and regulations related to customs. Data collection techniques 

included observation, interviews, documentation, and literature study. Data 

analysis was carried out through stages of data collection, data reduction, 

data presentation, and conclusion drawing. To ensure data validity, source 

triangulation and technique triangulation were applied. 

In conclusion, these factors directly impact the increase in charterer 

company operational costs and the disruption of ship plotting schedules. To 

overcome this, prevention efforts include strengthening coordination 

between agents and related agencies, implementing a real-time document 

monitoring system, and performing document pre-notification before the 

ship arrives. Suggestions proposed for the company include the need to 

increase human resource competence in understanding the latest customs 

regulations and optimizing digital communication to achieve operational 

efficiency targets and minimize the risk of demurrage. 

Keywords: Prevention, Demurrage, Coordination, Customs. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Demurrage adalah biaya yang dikenakan kepada pihak penyewa kapal 

atau pemilik barang oleh pihak deramaga terkait  ketika kontainer atau kargo 

tetap berada di terminal melewati masa yang disepakati atau lay time, istilah ini 

juga digunakan dalam kontrak kapal (charter party) untuk menunjukkan 

kompensasi yang dibayarkan atas penahanan kapal melebihi laytime (Storms et 

al., 2023). Sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau dan pelabuhan yang 

tersebar di berbagai wilayah, Indonesia tidak terlepas dari tantangan besar 

dalam aktivitas logistik, terutama pada proses bongkar muat barang impor. 

Salah satu persoalan utama yang kerap muncul adalah demurrage. Demurrage 

menjadi isu penting yang sering muncul dalam proyek berskala besar, termasuk 

pembangunan kapal, karena keterlambatan bongkar muat tidak hanya 

menimbulkan beban biaya yang tinggi, tetapi juga berpotensi mengganggu 

keseluruhan jadwal pelaksanaan proyek (Wandana & Rahmawati, 2025). 

Proses bongkar muat pada kapal tanker mencakup pemindahan produk 

minyak dari tangki kapal ke fasilitas penyimpanan di daratan, yang dilakukan 

dengan prosedur yang sangat hati-hati mengingat risiko tinggi dari sifat muatan 

tersebut. Kegiatan pemuatan dan pembongkaran merupakan dua proses yang 

berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan dalam aspek keselamatan yang 

diatur oleh ISM Code (International Safety Management Code). Pemuatan 

merujuk pada proses pemindahan barang yang akan dimuat ke dalam kapal, 
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sedangkan pembongkaran adalah proses pemindahan muatan dari kapal ke 

gudang atau lokasi penimbunan lainnya. Pada proses pemuatan, penting untuk 

mempertimbangkan keselamatan penumpang. Secara umum, bongkar muat 

merupakan kegiatan pemindahan barang atau muatan dari kapal ke kapal lain, 

kereta api, atau moda transportasi lainnya (Setiawati et al., 2022). Proses 

pembongkaran barang impor merupakan salah satu langkah krusial dalam 

jaringan logistik global yang berkontribusi secara langsung pada kelancaran 

pergerakan barang di pelabuhan. Kegiatan ini melibatkan berbagai tahapan, 

mulai dari kedatangan kapal, pengangkutan muatan dari ruang kargo, inspeksi 

kepabeanan, hingga pengiriman barang ke gudang importir. Sebagai bangsa 

yang sangat bergantung pada perdagangan internasional dan mengimpor dalam 

jumlah besar bahan baku, peralatan industri, serta barang konsumsi, efisiensi 

dalam proses pembongkaran impor memberikan pengaruh besar pada 

kestabilan ekonomi serta kelancaran aktivitas produksi di tingkat nasional. 

Proses pembongkaran barang impor merupakan salah satu langkah 

krusial dalam jaringan logistik global yang berkontribusi secara langsung pada 

kelancaran pergerakan barang di pelabuhan. Kegiatan ini melibatkan berbagai 

tahapan, mulai dari kedatangan kapal, pengangkutan muatan dari ruang kargo, 

inspeksi kepabeanan, hingga pengiriman barang ke gudang importir. Sebagai 

bangsa yang sangat bergantung pada perdagangan internasional dan mengimpor 

dalam jumlah besar bahan baku, peralatan industri, serta barang konsumsi, 

efisiensi dalam proses pembongkaran impor memberikan pengaruh besar pada 

kestabilan ekonomi serta kelancaran aktivitas produksi di tingkat nasional 
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(Maljković et al., 2022). Proses impor yang menggunakan kapal tanker juga 

melibatkan serangkaian prosedur administratif, mulai dari clearance masuk dan 

keluar kapal, dokumen muatan, bill of lading, hingga pemenuhan persyaratan 

teknis serta keselamatan; kelengkapan dan keakuratan dokumen-dokumen ini 

sangat memengaruhi kelancaran kegiatan bongkar muat serta proses 

kepabeanan (Mulyawan et al., 2019). 

Pengelolaan izin Bea Cukai untuk kegiatan impor melalui kapal tanker 

merupakan serangkaian langkah administratif dan teknis yang wajib 

diselesaikan sebelum muatan dapat dibongkar dan dialihkan ke daratan. Proses 

tersebut mencakup pemberitahuan awal sebelum keberangkatan, pendaftaran 

dokumen ke sistem nasional (INSW/manifest), pengajuan permintaan izin 

pembongkaran (clearance/permit), verifikasi dokumen dan fisik, penyelesaian 

kewajiban kepabeanan, serta pelepasan barang ke area penimbunan atau 

pengiriman kepada konsumen. Sebelum kapal tiba, agen kapal atau perusahaan 

pelayaran mengirimkan notifikasi kedatangan dan mengunggah dokumen awal 

(Letter of Appointment, manifest, bill of lading, serta cargo declaration) ke 

sistem nasional (INSW/Inaportnet) dan KSOP. Langkah ini krusial untuk 

memulai tahap clearance masuk (Branch, 2024).  

Agen mengirimkan permintaan izin pembongkaran dan pemuatan ke 

Kantor Bea Cukai (seperti "izin bongkar di luar kawasan pabean" jika relevan) 

disertai dengan dokumen pendukung (manifest, Bill of Lading, invoice, packing 

list, LOA, serta dokumen keselamatan untuk muatan minyak). Jika diperlukan, 

permintaan ini juga dicatat dalam sistem INSW. Langkah ini akan menentukan 
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apakah kegiatan pembongkaran dan pemuatan dapat dilakukan di dermaga atau 

lokasi tertentu (Bea et al., 2025). Petugas Bea Cukai melakukan verifikasi 

terhadap dokumen; untuk muatan berisiko (seperti produk minyak) atau jika 

terdapat indikasi perbedaan, dilakukan inspeksi fisik, pengambilan sampel, atau 

pemeriksaan penimbunan. Hasil inspeksi tersebut menentukan persetujuan 

pembongkaran atau kebutuhan langkah tambahan (misalnya klarifikasi 

dokumen). Setelah inspeksi dan verifikasi rampung, Bea Cukai menetapkan 

kewajiban kepabeanan (pajak, cukai jika berlaku) dan jika telah terpenuhi (atau 

dijamin sesuai peraturan), Bea Cukai menerbitkan persetujuan pelepasan 

sehingga muatan dapat dikeluarkan dari kapal dan dialihkan ke tempat 

penimbunan atau konsumen. Dengan izin resmi tersebut, pembongkaran dan 

pemuatan dilaksanakan sesuai prosedur keselamatan. Agen harus 

menyampaikan laporan pasca-operasi (laporan pembongkaran, BAPL) kepada 

instansi terkait (Bea Cukai, KSOP, karantina jika cairan berpotensi tercemar). 

Rekaman kegiatan ini berfungsi sebagai dasar administrasi dan audit 

mendatang.  

Pencegahan demurrage menjadi hal yang sangat krusial khususnya bagi 

perusahaan agen kapal seperti PT Sakura Samudera Lines, karena agen 

memiliki tanggung jawab langsung dalam mengoordinasikan seluruh proses 

operasional dan administrasi kapal, termasuk pengurusan izin bongkar di luar 

kawasan pabean. Ketika terjadi demurrage akibat keterlambatan perizinan atau 

ketidaksiapan dokumen, dampak yang dirasakan oleh perusahaan agen tidak 

hanya bersifat administratif, tetapi juga operasional, finansial tidak langsung, 
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serta reputasi perusahaan. Secara operasional, keterlambatan tersebut 

menyebabkan terganggunya jadwal kapal, memperpanjang waktu sandar, serta 

meningkatkan beban kerja agen akibat koordinasi ulang dengan pihak kapal, 

terminal, dan Bea Cukai, bahkan berpotensi menimbulkan keterlambatan 

berantai pada kapal lain dalam satu periode layanan. Dari sisi finansial, 

meskipun biaya demurrage secara langsung dibebankan kepada charterer atau 

pemilik barang, perusahaan agen tetap mengalami kerugian tidak langsung 

berupa potensi penalti pelayanan, biaya tambahan operasional, serta hilangnya 

efisiensi kerja. Namun demikian, dampak terbesar justru terletak pada aspek 

reputasi dan kredibilitas perusahaan, di mana ketidakmampuan agen dalam 

menjamin kelancaran dan ketepatan waktu layanan dapat menurunkan tingkat 

kepercayaan customer dan principal. Kondisi ini dapat menyebabkan 

berkurangnya keyakinan pengguna jasa terhadap profesionalitas perusahaan, 

bahkan berpotensi menimbulkan kehilangan penunjukan keagenan di masa 

mendatang. Oleh karena itu, besarnya dampak demurrage bagi perusahaan agen 

dapat dikategorikan tinggi hingga sangat tinggi, terutama dalam aspek 

keberlanjutan bisnis, sehingga upaya pencegahan melalui ketepatan pengurusan 

izin dan kelengkapan dokumen menjadi sangat penting untuk menjaga kinerja, 

kredibilitas, dan kepercayaan pelanggan. 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terlihat bahwa kegiatan impor 

melalui kapal tanker memerlukan penanganan yang sangat terstruktur, mulai 

dari proses bongkar muat yang berisiko tinggi, pemenuhan ketentuan impor, 

hingga pengurusan izin Bea Cukai yang harus dilakukan secara tepat dan sesuai 
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regulasi. Kompleksitas operasional tersebut menuntut perusahaan untuk 

menerapkan prosedur kerja yang jelas, aman, dan sesuai standar agar risiko 

keterlambatan, biaya tambahan seperti demurrage, serta potensi pelanggaran 

kepabeanan dapat diminimalkan. Oleh karena itu, peneliti memandang penting 

untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana pelaksanaan proses impor 

melalui kapal tanker dijalankan oleh perusahaan terkait, khususnya dalam aspek 

bongkar muat dan pengurusan izin kepabeanan. Dengan dasar tersebut, kami 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”ANALISIS PENGURUSAN 

IZIN BONGKAR DI LUAR KAWASAN PABEAN DALAM UPAYA 

MENCEGAH DEMURRAGE DI KAWASAN MERAK” 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan proses perizinan Bea Cukai 

dalam kegiatan pembongkaran impor kapal tanker secara optimal, dengan 

tujuan mencegah terjadinya keterlambatan yang berpotensi memicu biaya 

demurrage. Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini bermaksud mengkaji 

berbagai cara pencegahan yang dapat diterapkan oleh perusahaan, seperti 

penerapan pra-clearance, percepatan penyampaian dokumen kedatangan, 

digitalisasi proses perizinan, serta penguatan koordinasi operasional agar 

seluruh tahapan perizinan dan pembongkaran dapat terlaksana tepat waktu 

tanpa menimbulkan biaya tambahan. Dengan demikian, penelitian ini tidak 

hanya memaparkan alur operasional impor melalui kapal tanker, tetapi juga 

mengevaluasi efektivitas prosedur yang menjadi faktor penting dalam 

kelancaran kegiatan impor tersebut. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah terkait demurrage pada proses 

bongkar muatan di luar kawasan pabeanan dikarenakan keterlambatan 

pengurusan izin bongkar pada dermaga yang berada diluar wilayah kepabeanan 

Merak, maka permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Apa saja faktor yang menyebabkan demurrage dalam kegiatan bongkar di 

luar kawasan Bea Cukai Merak? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya demurrage 

dalam kegiatan bongkar di luar kawasan Bea Cukai Merak? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berfokus pada analisis proses pengurusan izin bea 

cukai untuk meminimalkan penundaan aktivitas bongkar muat yang dapat 

memicu demurrage. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan demurrage dalam kegiatan 

bongkar  di luar kawasan Bea dan Cukai Merak. 

2. Menentukan upaya yang dilakukan untuk mencegah demurrage dalam 

kegiatan bongkar di luar kawasan Bea Cukai Merak. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun praktis, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan wawasan di bidang manajemen pelabuhan, kepabeanan, 

serta manajemen logistik maritim, khususnya yang berkaitan dengan proses 

impor menggunakan kapal tanker. Secara teoritis, penelitian ini berpotensi 

menambah referensi ilmiah mengenai pengaruh prosedur pengurusan 

perizinan pembongkaran di luar kawasan pabean terhadap efektivitas 

operasi kapal, termasuk risiko timbulnya biaya demurrage akibat kendala 

administratif. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 

memperdalam pemahaman mengenai konsep kepatuhan kepabeanan dalam 

aktivitas impor berbasis laut, sejalan dengan sejumlah penelitian 

sebelumnya yang menyoroti pentingnya ketepatan dokumen, koordinasi 

antar pihak terkait, serta kepatuhan terhadap prosedur guna mempercepat 

tahapan clearance. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat praktis bagi pihak yang 

terlibat dalam kegiatan pembongkaran impor menggunakan kapal tanker 

yaitu pengirim, agen, bea cukai, dan pihak dermaga. Bagi PT Sakura 

Samudera Lines, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai tahapan perizinan, perusahaan akan lebih mudah 

merancang strategi operasional yang tepat, termasuk pengaturan jadwal 

kedatangan kapal, koordinasi dengan pihak agen, serta monitoring dokumen 

impor secara real-time.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

Deskripsi teori merupakan bagian penting dalam proses penelitian yang 

wajib disusun oleh peneliti. Penyusunan landasan teori berfungsi sebagai acuan 

dan pertimbangan dalam menentukan arah serta tahapan penelitian yang akan 

dilakukan (Arioen et al., 2023). Bab ini penulis akan mengangkat penelitian 

dengan judul “Analisis Pengurusan Izin Bongkar Di Luar Kawasan Pabean 

Dalam Upaya Mencegah Demurrage Di Kawasan Merak”.  

1. Demurage 

Menurut (Simarmata & Simarmata, 2025) keterlambatan dalam 

proses penyelesaian dokumen impor, termasuk prosedur bea cukai, 

merupakan faktor utama yang menyebabkan timbulnya biaya tambahan 

berupa storage dan demurrage. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses 

administrasi kepabeanan yang tidak berjalan sesuai standar waktu, seperti 

keterlambatan verifikasi dokumen, ketidaksesuaian data pada dokumen 

impor, atau kurangnya koordinasi antara pihak internal perusahaan dengan 

instansi bea cukai, menyebabkan barang tertahan lebih lama di pelabuhan. 

Kondisi ini mengakibatkan kontainer tidak dapat segera dikeluarkan dari 

area terminal sehingga melewati masa free time yang diberikan oleh 

perusahaan pelayaran. 

Dalam Demurrage pada kapal tanker biaya dikenakan kepada pihak 

penyewa kapal (charterer) atau pemilik barang (consignee) apabila waktu 
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penggunaan kapal melebihi batas waktu yang telah disepakati dalam 

kontrak, yang dikenal sebagai laytime. Dalam operasional kapal tanker, 

laytime biasanya mencakup waktu sandar kapal di pelabuhan, proses 

loading (pemuatan), discharging (pembongkaran), serta kegiatan 

pendukung seperti pemeriksaan dokumen, pengukuran muatan (ullaging), 

dan prosedur keselamatan. Ketika terdapat hambatan atau keterlambatan di 

luar kontrol pemilik kapal (shipowner), seperti antrean pelabuhan, antrian 

berthing, pemeriksaan bea cukai, cuaca buruk, atau kelalaian terminal, maka 

waktu tersebut diperhitungkan dan apabila melampaui laytime, maka 

charterer wajib membayar demurrage berdasarkan tarif per hari sesuai 

perjanjian charter party. 

Pada kapal tanker, demurrage memiliki karakteristik khusus karena 

melibatkan muatan berisiko tinggi seperti minyak mentah, LPG, LNG, atau 

kimia cair, sehingga prosedur bongkar muat sering membutuhkan waktu 

lebih lama dibandingkan kapal general cargo. Beberapa faktor yang paling 

sering menyebabkan demurrage diantaranya proses dokumentasi bea cukai 

yang lambat, inspeksi port state control, serta penundaan karena alasan 

keselamatan seperti tank cleaning. Dalam operasi tanker, Notice of 

Readiness (NOR) menjadi dokumen formal yang menentukan dimulainya 

perhitungan laytime, dan apabila terminal atau pihak pelabuhan menunda 

penerimaan NOR, maka potensi demurrage semakin besar.  
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2. Kapal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Foto Kapal Tanker 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Menurut KUHD pasal 309 ayat (1), “kapal” adalah semua alat 

berlayar, apapun nama dan sifatnya. Meskipun tidak dapat bergerak dengan 

kekuatannya sendiri, namun dapat digolongkan kedalam “alat berlayar” 

karena dapat terapung dan bergerak di air.  

Menurut (Mugito, 2022) kapal adalah waterborne dengan bentuk 

dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, 

sumber energi lainnya, ditarik atau dihentikan, termasuk transportasi yang 

memiliki dukungan dinamis, transportasi bawah air, dengan pelampung dan 

bangunan terapung yang tidak bergerak dari suatu posisi. 

Serta dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran, “kapal” adalah sarana transportasi air dengan bentuk dan jenis 

tertentu yang dapat digerakkan oleh tenaga angin, tenaga mekanik, maupun 
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sumber energi lainnya, serta dapat ditarik atau ditunda. Istilah ini juga 

mencakup kendaraan dengan daya dukung dinamis, kendaraan yang 

beroperasi di bawah permukaan air, serta berbagai alat apung dan bangunan 

terapung yang bersifat tidak berpindah tempat. Adapun jenis kapal niaga 

salah satunya yaitu : 

a. Kapal Tanker 

Kapal jenis ini memiliki konstruksi geladak dengan ruang-ruang 

tangki di dalamnya yang berfungsi untuk mengangkut muatan cair 

dalam bentuk curah, seperti minyak mentah, bahan kimia cair, bahan 

bakar, dan sejenisnya. 

b. Kapal LPG/C (Liquid Petrolium Gas) 

Kapal LPG (Liquefied Petroleum Gas Carrier) adalah kapal khusus 

yang digunakan untuk mengangkut gas hidrokarbon seperti propane dan 

butane dalam bentuk cair melalui proses pendinginan (refrigeration) 

dan/atau tekanan (pressurization). LPG diangkut dalam kondisi cair 

untuk mengurangi volumenya sehingga lebih efisien dalam proses 

transportasi, memiliki karakteristik diantaranya: 

1) Muatan diangkut dalam kondisi bertekanan tinggi, suhu rendah, atau 

kombinasi keduanya 

2) Memiliki tangki khusus yang dirancang untuk menahan tekanan dan 

temperatur ekstrem. 

3) Dilengkapi sistem keselamatan tinggi karena muatan bersifat mudah 

terbakar (flammable) dan berisiko tinggi. 
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4) Proses bongkar muat memerlukan prosedur khusus dan pengawasan 

ketat. 

c. Klasifikasi Kapal LPG 

Kapal LPG diklasifikasikan berdasarkan sistem penyimpanan 

muatannya, yaitu: 

1) Fully Pressurized Ship 

Kapal ini menggunakan tangki bertekanan tinggi tanpa sistem 

pendingin. Biasanya digunakan untuk jarak pendek dengan 

kapasitas kecil hingga menengah. 

2) Semi Pressurized Ship 

Menggunakan kombinasi tekanan dan pendinginan. Jenis ini lebih 

fleksibel karena dapat mengangkut berbagai jenis gas dengan 

kondisi berbeda. 

3) Fully Referigerated Ship 

Mengandalkan suhu sangat rendah untuk menjaga muatan tetap cair 

dengan tekanan rendah. Umumnya digunakan untuk kapasitas besar 

dan pelayaran jarak jauh. 

d. Struktur dan Komponen Utama Kapal LPG 

Kapal LPG memiliki konstruksi khusus yang berbeda dari kapal biasa, 

di antaranya: 
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1) Cargo Tank 

Tangki berbentuk silinder atau bola (spherical tank) yang dirancang 

untuk menahan tekanan tinggi dan suhu rendah. Material tangki 

biasanya menggunakan baja khusus tahan suhu rendah. 

2) Cargo Handling System 

Sistem yang mengatur proses pemuatan dan pembongkaran muatan, 

termasuk pompa kargo, kompresor, dan sistem pipa (pipeline). 

3) Referigeration System 

Sistem pendingin untuk menjaga suhu muatan agar tetap dalam 

kondisi cair. 

4) Inert Gas System 

Sistem untuk mengisi ruang kosong dengan gas inert guna mencegah 

terjadinya ledakan. 

5) Safety System 

Meliputi gas detector, emergency shutdown system (ESD), relief 

valve, dan fire fighting system. 

3. Pelabuhan 

Pelabuhan merupakan titik penghubung antara wilayah daratan dan 

lautan yang berfungsi sebagai fasilitas pendukung aktivitas manusia. Untuk 

mendorong kemajuan kegiatan perdagangan di pelabuhan, diperlukan 

sistem pengelolaan dan pengaturan yang baik serta efisien. Pada masa awal, 

pelabuhan hanya berupa tepian laut tempat kapal dan perahu bersandar atau 

menjatuhkan jangkar untuk melakukan kegiatan bongkar muat dan aktivitas 
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lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi, 

pelabuhan yang awalnya sederhana berkembang menjadi kawasan yang 

lebih luas dan memerlukan perhatian serta pengelolaan dari pemerintah 

setempat (Themis et al., 2023). Pelabuhan berperan sebagai gerbang arus 

keluar dan masuk barang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta 

memfasilitasi perpindahan penumpang antar pulau. Selain itu, pelabuhan 

merupakan sektor yang memiliki potensi besar dalam menciptakan 

lapangan kerja dan menjadi salah satu elemen penting dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

 

Gambar 2.2 Dermaga Kapal Tanker 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2025) 
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Menurut Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang 

Kepelabuhanan, pelabuhan merupakan kawasan yang mencakup wilayah 

daratan dan perairan dengan batas tertentu yang berfungsi sebagai tempat 

kapal untuk bersandar dan berlabuh, serta sebagai lokasi kegiatan naik turun 

penumpang dan bongkar muat barang. Selain itu, pelabuhan juga dilengkapi 

dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan sarana penunjang lainnya, serta 

berperan sebagai titik perpindahan transportasi baik dalam satu moda 

maupun antar moda transportasi. Pelabuhan sendiri bisa kita bedakan 

menurut tingkatannya, yaitu menjadi : 

a. Pelabuhan Utama 

Pelabuhan utama merupakan pelabuhan yang berperan terutama 

dalam melayani kegiatan transportasi laut dan perpindahan muatan, baik 

dari dalam negeri ke dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri dalam 

volume yang besar. 

b. Pelabuhan Pengumpul 

 Pelabuhan pengumpul merupakan pelabuhan yang berfungsi 

terutama untuk mendukung kegiatan angkutan laut dalam negeri serta 

proses alih muatan dengan skala menengah. Pelabuhan ini juga berperan 

sebagai titik keberangkatan dan tujuan bagi penumpang maupun barang, 

serta melayani transportasi penyeberangan antarkabupaten atau 

antarprovinsi. 
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c. Pelabuhan Pengumpan 

 Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang memiliki fungsi 

utama dalam menyediakan layanan transportasi laut domestik serta 

kegiatan alih muatan dalam skala terbatas. Selain itu, pelabuhan ini 

berperan sebagai titik keberangkatan dan tujuan penumpang maupun 

barang, serta turut melayani angkutan penyeberangan antar wilayah, 

termasuk antar provinsi. 

4. Izin Bongkar  

Proses pengurusan izin kegiatan bongkar muat kapal asing di luar 

kawasan pabean dilakukan melalui Kantor Bea Cukai. Pelaksanaan bongkar 

muat di luar kawasan pabean wajib memperoleh izin dari instansi 

berwenang, karena kegiatan bongkar muat kapal asing tanpa izin di wilayah 

tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 

Pasal 10 huruf (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Kepabeanan. Dalam kondisi tertentu, seperti terjadinya kongesti di 

pelabuhan, kapal dapat disandarkan di luar kawasan pabean dengan tetap 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. (Bea et al., 2025). 

Dalam ketentuan tentang izin bongkar di luar kawasan pabean 

disebutkan bahwa pengangkut wajib mengajukan permohonan izin bongkar 

kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai, dan pembongkaran barang impor 

hanya dapat dilakukan setelah surat persetujuan izin bongkar diterbitkan 

oleh Bea Cukai sebagai pejabat yang berwenang. Prosedur ini dijabarkan 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2020 tentang 



18 
 

 
 

Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor serta Peraturan Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2020 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor, yang 

mensyaratkan pengajuan surat permohonan beserta dokumen pelengkap 

sebelum izin diberikan. 

Inti dari pembahasan diatas yaitu, kapal yang melakukan bongkar 

muatan di luar kawasan pabean harus menunggu izin bongkar dari Kepala 

Kantor Bea dan Cukai terlebih dahulu sebelum sandar dan membongkar 

barang impor ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi ketentuan 

hukum dalam kepabeanan Indonesia (Widyanto et al., 2023). 

5. Kepabeanan 

Pabean didefinisikan sebagai instansi pemerintah (Bea Cukai) yang 

memiliki kewenangan melakukan pengawasan lalu lintas barang ekspor dan 

impor. Pabean juga berfungsi sebagai pintu utama kegiatan ekonomi antara 

Indonesia dengan negara lain di dunia (Ningsih et al., 2024). Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah lembaga pemerintah di bawah 

Kementerian Keuangan yang memiliki fungsi strategis dalam melakukan 

pengawasan terhadap lalu lintas barang serta memungut bea masuk, bea 

keluar, dan pajak impor sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Bea 

Cukai memastikan kebenaran pemberitahuan pabean melalui mekanisme 

pengawasan untuk mendukung kepatuhan importir dan keseluruhan sistem 

kepabeanan (Anta et al., 2022). Tugas utama Bea Cukai meliputi 

pemeriksaan barang dan muatan kapal/angkutan laut serta angkutan darat 
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dan udara, pengawasan terhadap barang ekspor impor, pemungutan bea 

masuk, bea keluar, cukai atas barang kena cukai, serta pencegahan 

penyelundupan barang ilegal atau terlarang ke/dari wilayah Indonesia 

(Nurcahyo & Muslim, 2024).  

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai baik yang beroperasi ditingkat 

pusat maupun daerah tugas dan tanggung jawabnya tidak hanya terkait 

dengan pemungutan biaya bea cukai, pajak, dan retribusi lainnya, tetapi juga 

pemantauan dan pengaturan pencegahan dan pemberantasan kejahatan 

penyelundupan. Kantor Pusat Bea dan Cukai Baubau adalah salah satu 

lembaga yang berkomitmen untuk memberantas kejahatan penyelundupan 

(Ali et al., 2022). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Kepabeanan, kepabeanan didefinisikan sebagai bagian dari mekanisme 

kontrol negara untuk menjamin kelancaran arus barang sekaligus mencegah 

pelanggaran melalui tindakan pemeriksaan, penetapan tarif, pengawasan 

lalu lintas barang, serta pelayanan administrasi kepabeanan. 

Bea Cukai mengeluarkan izin berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 

2006 tentang Kepabeanan, PMK Nomor 108/PMK.04/2020 tentang 

Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor, serta PER-09/BC/2020 

sebagai petunjuk pelaksanaan. Kebijakan memungkinkan bongkar di luar 

kawasan jika memenuhi kriteria seperti barang berukuran besar, angkut 

lanjut, atau kondisi darurat, dengan verifikasi lapangan oleh Seksi 

Penindakan dan Penyidikan. Setelah izin, pengangkut wajib laporkan daftar 
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bongkar dalam 24 jam dan buat berita acara serah terima barang, dan butuh 

paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk menerbitkan izin sejak dokumen 

diterima secara lengkap. berikut merupakan mekanisme untuk mengajukan 

permohonan izin hingga izin diterbitkan adalah sebagai berikut :  

a. Pengangkut mengajukan Permohonan Izin Bongkar di Luar Kawasan 

Pabean kepada Kepala Kantor Pebaean pembongkaran dengan dilampiri 

dokumen pelengkap. 

b. Setelah permohonan diterima, Kepala Kantor Bea dan Cukai 

menyerahkan permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan 

Kepabeanan dan Cukai serta Dukungan Teknis (PKCDT). Petugas 

terkait kemudian memeriksa kelengkapan dokumen administratif 

apakah semua persyaratan formal telah dipenuhi sebelum permohonan 

diproses lebih lanjut. 

c. Permohonan yang telah lolos pemeriksaan administratif kemudian 

diteruskan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) untuk 

dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi pembongkaran di luar kawasan 

pabean. 

d. Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan lapangan, Kepala Seksi 

PKCDT menyusun pendapat atas permohonan izin bongkar, serta 

menyiapkan draft keputusan berupa Surat Persetujuan Izin Bongkar di 

Luar Kawasan Pabean atau Surat Penolakan beserta alasan penolakan 

jika permohonan tidak memenuhi ketentuan. 
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e. Tahap terakhir berada di tangan Kepala Kantor Bea dan Cukai, yang 

memeriksa seluruh rekomendasi dan penelitian teknis sebelum 

mengambil keputusan. 

f. Berdasarkan standar pelayanan yang diumumkan oleh Bea Cukai, izin 

bongkar di luar kawasan pabean seharusnya diterbitkan paling lama 1 

sampai 3 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap dan 

benar. 

g. Setelah surat persetujuan izin bongkar diterbitkan, pengangkut wajib 

menyampaikan jadwal pembongkaran dimana seluruh kegiatan 

pembongkaran dilaksanakan di bawah pengawasan Bea Cukai, adapun 

dokumen yang dilampirkan adalah : 

1) Surat permohonan izin bongkar di luar kawasan; 

2) Copy invoice 

3) Copy packing list 

4) Copy bill of lading (B/L) 

5) Copy denah lokasi tempat pembongkaran barang 

6) Surat pernyataan kongesti Pelabuhan (jika alasan bongkar barang 

impor adalah karena kongesti) 

7) Dokumen pelengkap lainnya 

B. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka berpikir merupakan landasan konseptual yang menyatukan 

teori, fakta, hasil observasi, serta kajian literatur sebagai dasar pelaksanaan 

penelitian. (Riduwan, 2023). Pada penelitian ini keterlambatan dalam 
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pengurusan izin bongkar di luar kawasan bea cukai merak dapat menimbulkan 

demurrage, tentu hal itu dapat merugikan bagi pihak terkait dan menghambat 

proses dari bongkar muatan itu sendiri. Diperlukan adanya identifikasi terhadap 

faktor penyebab keterlambatan, dampak dan upaya terhadap lambatnya proses 

pengurusan izin yang dilakukan oleh pihak PT Sakura Samudera Lines. Untuk 

memudahkan pemahaman, kerangka berpikir penelitian disusun dalam bentuk 

yang lebih sederhana dan dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti, hasil 

penelitian mengenai upaya pencegahan terjadinya demurrage dalam kegiatan 

bongkar di pelabuhan di luar kawasan Bea Cukai Merak dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor yang menyebabkan demurrage dalam kegiatan bongkar di luar 

kawasan Bea Cukai Merak adalah keterlambatan atau ketidaklengkapan 

penyerahan dokumen administrasi kepabeanan yang diserahkan oleh PT 

SSL sebagai agen, yaitu surat permohonan izin bongkar dan Bill of Lading,  

serta keterbatasan waktu operasional dan kondisi pelayanan Bea Cukai yang 

padat. Proses penelitian dokumen dan pengawasan lapangan yang 

memerlukan waktu tertentu menyebabkan kapal harus menunggu hingga 

izin bongkar diterbitkan, sehingga meningkatkan waktu tunggu kapal dan 

berpotensi menimbulkan biaya demurrage.  

2. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya demurrage dalam 

kegiatan bongkar di luar kawasan Bea Cukai Merak diantaranya dengan 

mengantisipasi adanya keterlambatan penyerahan dokumen oleh shipper 

menggunakan sistem pre-arrival, mempercepat pengiriman dokumen ke 

pihak Bea Cukai guna mengantisipasi layanan yang padat, memperkuat 

koordinasi dan komunikasi antara agen, pihak shipper, dan instansi terkait 

seperti Bea Cukai, serta melakukan monitoring dokumen secara real-time 

melalui sistem digital seperti Inaportnet dan INSW. Upaya-upaya tersebut 



76 
 

 
 

bertujuan untuk mempercepat proses verifikasi dan penerbitan izin bongkar 

sehingga kegiatan operasional kapal dapat berjalan tepat waktu dan risiko 

terjadinya demurrage dapat diminimalkan. 

B. Keterbatasan Penelitian 

1. Peneliti hanya memfokuskan penelitian pada satu perusahaan keagenan 

kapal, yaitu PT Sakura Samudera Lines, serta satu lokasi kegiatan bongkar 

muat di luar kawasan Bea Cukai Merak. Keterbatasan ini menyebabkan 

peneliti belum dapat membandingkan secara langsung dengan perusahaan 

atau lokasi lain yang memiliki karakteristik operasional berbeda. 

2. Peneliti mengalami keterbatasan dalam memperoleh data yang bersifat 

rinci, khususnya terkait besaran biaya demurrage dan perhitungan waktu 

tunggu kapal secara detail karena hal tersebut diurus oleh pihak charterer 

sesuai dengan perjanjian kontrak. Oleh karena itu, penelitian ini lebih 

menekankan pada pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, sehingga hasil penelitian sangat bergantung pada informasi 

yang diperoleh dari narasumber dan kondisi lapangan saat penelitian 

berlangsung. 

3. Peneliti membatasi pembahasan hanya pada aspek administrasi kepabeanan 

dan operasional bongkar muat yang berkaitan langsung dengan pengurusan 

izin bongkar di luar kawasan pabean. Faktor-faktor lain seperti pengaruh 

cuaca, kondisi teknis kapal, serta ketentuan kontrak charter party tidak 

dibahas secara mendalam karena keterbatasan waktu dan akses data yang 

dimiliki peneliti. 
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C. Saran 

Terdapat beberapa saran yang akan diberikan oleh peneliti, berikut 

adalah saran yang diberikan : 

1. PT Sakura Samudera Lines sebagai agen kapal agar terus meningkatkan 

pengelolaan administrasi kepabeanan dengan melakukan persiapan 

dokumen secara lebih dini dan sistematis, khususnya untuk kegiatan 

bongkar muat di luar kawasan Bea Cukai Merak. Peningkatan koordinasi 

dengan pemilik barang dan pengirim terkait jadwal penerbitan dokumen 

utama, seperti Bill of Lading, diharapkan dapat meminimalkan 

keterlambatan pengajuan izin bongkar guna mengurangi risiko 

keterlambatan operasional dan terjadinya demurrage. 

2. Bea Cukai dan perusahaan agen kapal agar meningkatkan koordinasi guna 

mempercepat terbitnya izin bongkar serta optimalisasi sistem pelayanan 

perizinan bongkar di luar kawasan pabean, khususnya melalui pemanfaatan 

sistem digital yang terintegrasi dan penegasan batas waktu pelayanan yang 

lebih terukur, serta dari pihak shipper agar tidak terlambat mengirim semua 

dokumen pre-arrival ke agen untuk kemudian diurus guna kelancaran proses 

masuk kapal. Dengan ini diharapkan potensi demurrage akibat 

keterlambatan izin bongkar dapat diminimalkan secara signifikan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini 

dengan memperluas cakupan objek penelitian tidak hanya pada satu 

perusahaan, tetapi juga melibatkan beberapa perusahaan pelayaran atau 

agen kapal lainnya sebagai perbandingan, sehingga diperoleh hasil yang 
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lebih komprehensif. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

menggunakan metode penelitian kuantitatif atau kombinasi (mixed 

methods) untuk mengukur secara lebih rinci besaran pengaruh. Dengan 

demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang 

lebih aplikatif dan berbasis data dalam upaya meminimalkan risiko 

demurrage di masa mendatang. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Hasil Wawancara 1 

Narasumber 1 

Jabatan  : Staff Operasional PT Sakura Samudera Lines 

 

Hasil wawancara sebagai berikut: 

Penulis  : Selamat pagi Pak  

Narasumber 1 : Selamat pagi mas Prima 

Penulis : Terima kasih banyak atas waktunya di sela-sela kesibukan 

operasional. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, 

saya sedang menyusun skripsi mengenai pencegahan 

demurrage di luar kawasan Bea Cukai Merak pada perusahaan 

kita. Saya ingin berdiskusi lebih dalam dengan Bapak selaku 

pihak yang menangani langsung perizinan bongkar. Apakah 

kita bisa mulai wawancaranya, Pak? 

Narasumber 1 : Ya, silakan. Apa saja yang ingin Mas ketahui? 

Penulis : Baik Pak, untuk pertanyaan pertama sesuai fokus penelitian 

saya, sebenarnya apa saja faktor utama yang sering kali 

menyebabkan terjadinya demurrage dalam kegiatan bongkar 

di luar kawasan Bea Cukai Merak pada PT Sakura Samudera 

Lines ini, Pak? 

Narasumber 1 : Faktor utamanya biasanya ada di koordinasi dokumen. Karena 

lokasinya di luar kawasan pabean, kita butuh izin khusus atau 

clearance tambahan. Sering kali terjadi keterlambatan 

verifikasi dokumen atau ketidaksesuaian data antara dokumen 

impor dengan fisik muatan di lapangan. Selain itu, antrean 

pemeriksaan di Bea Cukai dan faktor cuaca buruk yang 

menghambat proses sandar juga otomatis memakan waktu 

laytime yang sudah disepakati dalam charter party 

Penulis : Lalu Pak, dari sisi dampak, bagaimana keterlambatan izin ini 

memengaruhi operasional perusahaan secara keseluruhan? 

Apakah dampaknya hanya sebatas biaya tambahan saja? 

Narasumber 1 : Begini mas, karena kita sebagai agen kita tdak mengurusi 

untuk biaya demurrage, yang membayar adalah pihak 

consignee atau shipper sesuai kontrak yang ada. Namun, 

dampak lainnya adalah terganggunya jadwal kapal berikutnya. 

Kapal yang tertahan karena izin belum turun membuat jadwal 

distribusi ke konsumen jadi berantakan 

Penulis : Terkait hal tersebut, apa saja upaya nyata yang sudah atau 

sedang dilakukan perusahaan untuk mencegah terjadinya 
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demurrage ini, terutama untuk kegiatan di luar kawasan 

Merak? 

Narasumber 1 : Kami mulai memperkuat sistem pra-clearance. Jadi, sebelum 

kapal tiba, dokumen seperti manifest, Bill of Lading, dan cargo 

declaration sudah kita unggah ke sistem INSW atau 

Inaportnet. Kami juga melakukan digitalisasi proses 

pemantauan dokumen secara real-time agar surat izin bongkar 

dapat terbit tepat waktu, 

Penulis : Sejauh ini, apakah Bapak melihat ada kendala tertentu dalam 

prosedur yang ada sekarang? Mungkin ada saran dari Bapak 

untuk perbaikan ke depannya? 

Narasumber 1 : Kendalanya adalah terkadang respon dari instansi terkait tidak 

selalu secepat yang kita harapkan, apalagi jika ada kendala 

sistem di pusat. Saran saya untuk ke depan, koordinasi internal 

antara tim operasional di lapangan dengan tim administrasi 

dokumen di kantor harus lebih intens lagi. Penggunaan 

teknologi atau aplikasi pemantau status izin sangat diperlukan 

agar kita tidak hanya menunggu bola, tapi menjemput bola. 

Penulis : Baik Pak, penjelasan Bapak sangat lengkap dan sangat 

membantu data skripsi saya. Terima kasih banyak atas 

informasi dan sarannya, Pak. 

Narasumber 1 : Sama-sama, Mas Prima. Semoga skripsinya lancar dan 

hasilnya bermanfaat buat perusahaan kita. 
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 Lampiran 2 

Hasil Wawancara 2 

Narasumber 2 

Jabatan  : Staff Bea Cukai Tipe Madya Merak  

 

Hasil wawancara sebagai berikut: 

Penulis  : Selamat siang, Pak. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. 

Mohon izin memperkenalkan diri saya Prima Adhi Diaz 

Saktiawan, Cadet dari PT Sakura Samudera Lines. Kedatangan 

saya hari ini bermaksud untuk melakukan wawancara terkait 

penelitian skripsi saya mengenai prosedur izin bongkar di luar 

kawasan pabean untuk mencegah terjadinya demurrage. 

Terima kasih Bapak sudah bersedia menerima saya. 

Narasumber 2 : Selamat siang, Mas Prima. Silakan duduk. Tidak apa-apa, 

kami terbuka untuk membantu penelitian cadet yang sedang 

praktek. Apa yang ingin Mas ketahui dari sisi kami di Bea 

Cukai? 

Penulis : Baik Pak, mengacu pada pedoman wawancara saya, 

pertanyaan pertama adalah bagaimana prosedur formal dan 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan agen seperti 

PT Sakura Samudera Lines saat mengajukan izin bongkar 

muat di luar kawasan pabean di wilayah kerja Merak? 

Narasumber 2 : Secara garis besar, agen harus mengajukan dokumen 

permohonan melalui sistem. Dasar pertimbangannya adalah 

karakteristik barang, misalnya barang cair atau curah yang 

tidak mungkin dibongkar di dermaga umum, atau karena 

kondisi teknis pelabuhan. Dokumen seperti Manifest, B/L, dan 

surat penunjukan agen harus lengkap. Kami akan melakukan 

verifikasi administratif dan terkadang survei lokasi jika 

diperlukan sebelum izin diterbitkan. 

Penulis : Terkait hal tersebut Pak, faktor-faktor apa saja dari sisi regulasi 

atau kepatuhan dokumen yang sering kali mengakibatkan 

proses perizinan ini menjadi terhambat sehingga berisiko pada 

munculnya demurrage kapal? 

Narasumber 2 : Biasanya masalah muncul karena data pada Manifest tidak 

sinkron dengan dokumen pendukung lainnya. Faktor lain 

adalah pengajuan yang terlalu mepet dengan waktu kedatangan 

kapal. Kami memiliki SLA (Service Level Agreement) untuk 

memproses izin, namun jika dokumen tidak lengkap, sistem 

akan menolak otomatis dan agen harus mengulang dari awal. 

Inilah yang sering memicu keterlambatan 

Penulis : Selama ini, apa saja kendala yang sering dihadapi oleh pihak 

Bea Cukai dalam mengoordinasikan izin bongkar ini, baik dari 
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segi sistem Inaportnet/INSW maupun koordinasi di lapangan 

dengan pihak perusahaan? 

Narasumber 2 : Kendala teknis sistem terkadang ada, tapi jarang. Yang lebih 

sering adalah kurangnya pemahaman personel agen di 

lapangan mengenai aturan terbaru atau perubahan regulasi 

pabean. Koordinasi di lapangan juga menantang, terutama jika 

ada perubahan rencana bongkar secara mendadak namun tidak 

segera dilaporkan secara administratif ke kantor. 

Penulis : Jika terjadi hambatan izin yang menyebabkan kapal tertahan, 

sejauh mana dampak yang Bapak amati terhadap kelancaran 

arus barang dan kepatuhan pabean di wilayah Merak ini? 

Narasumber 2 : Dampaknya terjadi penumpukan antrean kapal di area labuh 

(anchorage). Secara pabean, ini meningkatkan risiko 

pengawasan. Bagi perusahaan, dampaknya tentu biaya tinggi 

karena demurrage. Arus logistik nasional juga sedikit banyak 

terganggu jika kapal-kapal tanker pembawa bahan baku 

industri terhambat proses bongkarnya. 

Penulis : Terakhir Pak, sebagai bagian dari upaya pencegahan, apa saran 

dan langkah strategis yang Bapak harapkan dari pihak 

perusahaan atau agen untuk mempercepat proses izin ini, dan 

bagaimana upaya Bea Cukai sendiri dalam mendukung 

efisiensi ini? 

Narasumber 2 : Saran saya, agen harus lebih proaktif melakukan pre-

notification. Pastikan semua dokumen sudah 'bersih' sebelum 

kapal masuk zona pabean. Kami dari Bea Cukai terus 

melakukan sosialisasi dan penguatan sistem digital agar 

pelayanan bisa 24/7 tanpa kendala fisik. Upaya sinergi antar 

instansi melalui Single Submission juga terus kami pertajam 

untuk meminimalkan birokrasi yang berbelit. 

Penulis : Sangat jelas sekali penjelasannya, Pak. Informasi ini sangat 

berharga untuk skripsi saya nantinya. Sekali lagi, terima kasih 

banyak atas waktu dan bantuan Bapak. 

Narasumber 2 : Sama-sama, Mas Prima. 
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Lampiran 3 

Hasil Wawancara 3 

Narasumber 3 

Jabatan  : Manajer PT Sakura Samudera Lines 

 

Hasil wawancara sebagai berikut: 

Penulis  : Selamat pagi, Pak. 

Narasumber 3 : Selamat siang, Prima.  

Penulis : Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Izin pak saya 

memerlukan sudut pandang Bapak selaku Manajer terkait 

kebijakan dalam prosedur penerbitan izin bongkar. Pertama, 

bagaimana Bapak memandang kesiapan sistem dan SDM kita 

dalam memenuhi prosedur izin bongkar di luar kawasan 

pabean agar tetap sejalan dengan target waktu perusahaan? 

Narasumber 3 : Secara sistem kita sudah terintegrasi dengan Inaportnet, namun 

kesiapan SDM tetap kunci. Saya selalu menekankan agar tim 

operasional sudah bergerak sebelum kapal tiba. Manajemen 

mendukung dengan penyediaan fasilitas teknologi dan 

pelatihan regulasi terbaru agar tidak ada prosedur yang 

terlewat. 

Penulis : Terakhir Pak, apa upaya strategis yang Bapak ambil untuk 

meminimalkan risiko ini di masa depan, dan saran apa yang 

Bapak berikan kepada tim agar target nol demurrage bisa 

tercapai? 

Narasumber 3 : Upaya kita adalah memperkuat hubungan antar-instansi dan 

memastikan agen lapangan memiliki problem solving yang 

cepat. Saran saya untuk tim, termasuk kamu sebagai cadet, 

adalah selalu disiplin dalam update status dokumen. Jangan 

menunggu masalah muncul baru bergerak, tapi lakukan 

mitigasi sejak awal. 

Penulis : Terima kasih banyak atas arahannya, Pak. Sudut pandang 

manajerial ini sangat melengkapi pembahasan di skripsi saya. 

Narasumber 3 : Sama-sama, Prima. 

  



87 
 

 
 

Lampiran 4 

Surat Izin Bongkar 
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Lampiran 5 

1st Bill Of Lading 
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Lampiran 6 

2nd Bill Of Lading 
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Lampiran 7 

PKKA MT GAS DREAM 
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Lampiran 8 

Crew List MT GAS DREAM 

 

 

Jadwal Kapal PT Sakura Samudera Lines 
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Lampiran 9 

Stowage Plan 
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Lampiran 10 

Ship Particulars MT GAS DREAM 
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